BAB V
PENUTUP

Dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti yang dituangkan dalama Bab IV

berdasarkan norma, teori dan doktrin yang disampaikan dalam Bab Il dan Bab IlI, berikut

kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan:

Terdapat 2 (dua) klasifikasi asas hukum, pertama asas hukum dipandang sebagai suatu
kaidah perilaku, dan kedua, asas hukum tampaknya dapat dianggap termasuk kaidah
yang berkenaan dengan kaidah perilaku. Bilamana dua klasifikasi asas hukum tersebut
dihubungkan dengan asas itikad baik, maka itikad baik termasuk dalam dua klasifikasi
asas hukum, yaitu sebagai kaidah perilaku dan tampaknya dapat dianggap termasuk
dalam kaidah perilaku.

Itikad baik dilkasifikaskan dalam itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif. Dari dua
klasifikasi dapat dibagi ke dalam dua bagian, pertama itikad baik subyektif dan obyektif
yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan, atau dengan kalimat lain itikad
baik subyektif dan obyektif dinyatakan secara tegas dalam frasa yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan dan ditujukan untuk satu pihak (subyek tertentu dalam
arti subyektif) dan ditujukan untuk para pihak (tidak secara khusus untuk subyek
tertentu). Kedua, itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif diberi makna oleh subyek
tertentu dan digeneralisasi melalui peraturan perundang-undangan. Pendapat
seseorang tentang itikad baik yang didasarkan pada dirinya merupakan itikad baik
subyektif, sedangkan apa yang berlaku dan digeneralisasikan melalui peraturan
perundang-undangan merupakan itikad baik obyektif, karena telah diobyektivasi dan
disepakati bersama melalui lembaga yang berwenang.

Dalam kerangka moralitas, itikad baik dapat didekati dari sudut pandang obyektif dan
subyektif. Moralitas dari sudut pandang subyektif memiliki makna bahwa sebuah
perbuatan telah dipengaruhi oleh persetujuan pelaku secara pribadi. Sedangkan
moralitas dari sudut pandang obyektif memiliki makna bawa sebuah perbuatan telah
dipengaruhi tidak hanya oleh persetujuan pelaku secara pribadi namun juga

dipengaruhi oleh persetujuan masyarakat.
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Sebuah kontrak elektronik bilamana dihubungkan antara moralitas subyektif dengan
itikad baik diwujudkan dalam perilaku seseorang dalam memilih hendak terikat dengan
kontrak elektronik yang mana. Pertimbangan pilihan atas sebuah kontrak elektronik
tertentu merupakan kehendak bebas dari satu pihak yang tidak dipengaruhi oleh pihak
lain, dalam hal ini tidak dipengaruhi oleh pihak pembuat kontrak, dan sepenuhnya
merupakan pertimbangan pribadi dari pihak yang memilih.

Selain moralitas subyektif, terdapat moralitas obyektif yang bila dihubungkan dengan
itikad baik dalam konteks kontrak elektronik merupakan obyektivasi atas apa yang
terdapat dalam kontrak elektronik yang menjadi dasar hubungan hukum transaksi
elektronik antara pihak yang satu dengan yang lain. Seseorang ingin terikat dalam
transaksi elektronik berdasarkan kontrak elektronik berarti kontrak elektronik telah
memenubhi syarat-syarat yang ditetapkan bersama, seperti misalnya di Indonesia, untuk
mengukur keabsahan sebuah kontrak elektronik, maka pemenuhan 6 (enam) syarat
yang ditegaskan dalam Pasal 52 PP No 80/2019 Tentang PMSE khususnya dan umumnya
apa yang tertuang dan diatur dalam PP No 80/2019 Tentang PMSE.

Itikad baik dapat dianalis dari sudut pandang moralitas intrinsik dan moralitas ekstrinsik.
Itikad baik dari sudut pandang moralitas intrinsik berarti itikad baik yang berkorelasi
dengan hukum positif yang mengatur tentang itikad baik itu sendiri seperti misalnya
itikad baik yang terdapat dalam KUH.Perdata, PP 80/2019 tentang PMSE, UPICC bahkan
doktrin, seandainya doktrin dianggap sebagai sebuah sumber hukum. Moralitas
intrinsik dalam kerangka itikad baik identik dengan moralitas subyektif yang membahas
tentang sesuatu baik atau buruk dengan tolok ukur subyektif. Sedangkan moralitas
ekstrinsik bila dikorelasikan dengan itikad baik berarti wujud konkrit atas norma itikad
baik yang tertuang dalam hukum positif atau hukum alam yang mengatur tentang apa
yang diperbolehkan dan apa yang dilarang untuk memenuhi itikad baik.

Dalam konteks etika berarti memberi makna itikad baik dalam kerangka akal sehat
berdasarkan konteks hubungan hukum para pihak yang berlandaskan kontrak
elektronik. Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak elektronik bilamana
dihubungkan dengan itikad baik dalam kerangka etik berarti hak dan kewajiban para

pihak yang dapat diterima dengan logika atau akal sehat.
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Kontrak elektronik dapat dipastikan berbentuk kontrak baku. Dimensi kontrak baku
dibagi ke dalam dua bagian, positif dan negatif. Dalam penelitian ini dimensi negatif dari
kontrak elektronik yang berbentuk kontra baku direduksi dengan berbagai cara yang
dituangkan dalam Bab IV yaitu forum tanya jawab daring, yang memungkinkan pihak
yang akan terikat dalam kontrak baku dapat menanyakan maksud dari substansi
kontrak atau terminologi yang digunakan dalam kontrak baku, dan bilamana hal ini
tidak dimungkinkan, pihak pembuat kontrak dapat menyediakan fitur penjelasan atas
kontrak baku yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan kontrak baku serta
fitur Question & Answer (Q&A) untuk menanyakan keseluruhan sistem dalam transaksi
elektronik, khususnya tentang kontrak elektronik serta perlu dibentuk forum tripartit
kontrak elektronik yang sesuai dengan spesialisasi macam pelaku usaha dalam kontrak
elektronik.

Terdapat tiga konstruksi hubungan hukum para pihak yang terikat dalam kontrak

elektronik:

- Pertama, dalam hubungan hukum langsung antara para pihak (Pelaku Usaha
dengan Konsumen) yang terikat dalam kontrak elektronik; Kedua, hubungan
hukum langsung tiga pihak meliputi antara hubungan hukum pihak pelaku usaha
penyedia platform atau aplikasi atau marketplace dengan pelaku usaha pengguna
platform atau aplikasi atau marketplace, dan antara pengguna platform atau
aplikasi atau marketplace dengan pembeli atau konsumen; dan Ketiga, hubungan
hukum langsung dan tidak langsung tiga pihak meliputi hubungan hukum
langsung pihak platform atau aplikasi dengan pengguna platform atau aplikasi,
hubungan langsung antara pengguna platform atau aplikasi dengan pembeli atau
konsumen, dan hubungan tidak langsung antara penyedia platform atau aplikasi
dengan pengguna platform atau aplikasi bukan pembeli atau konsumen.

- Dalam konstruksi hubungan hukum yang pertama, tuntutan keberlakukan itikad
baik menjadi kewajiban dua pihak yang terikat dalam kontrak elektronik secara
timbal balik baik itikad baik subyektif maupun itikad baik obyektif.

- Dalam konstruksi hukum yang kedua, tuntutan keberlakuan itikad baik menjadi
kewajiban setidaknya tiga pihak, pertama pihak yang memfasilitasi hubungan
hukum para pihak, kedua pihak yang memanfaatkan fasilitas yang disediakan

pihak yang memfasilitasi, dan ketiga pihak konsumen. Itikad baik di antara para
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pihak berdasarkan kontrak elektronik dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam konteks itikad baik
diberi makna sebagai itikad baik obyektif.

- Dalam klasifikasi konstruksi hubungan hukum yang ketiga, tuntutan keberlakuan
itikad baik menjadi kewajiban setidaknya tiga pihak berdasarkan term and
condition atau kontrak elektronik serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Itikad baik dalam kontrak elektronik tidak hanya dalam fase pelaksanaan kontrak

seperti ditegaskan dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH.Perdata. Itikad baik berdasarkan

kontrak elektronik menjadi dasar dalam fase pra kontrak dan fase setelah pelaksanaan
kontrak. Wujud konkrit itikad baik dalam fase pra kontraktual, fase pelaksanaan kontra,
dan fase setelah pelaksanaan kontrak dalam di lihat dalam Tabel 7, Tabel 8, dan Tabel

9.

Dari uraian analisis yang disampaikan dalam Bab 1V, dan kesimpulan yang disampaikan

dalam Bab V, maka peneliti perlu menyampaikan beberapa saran meliputi:

Penelitian tentang dekonstruksi itikad baik yang peneliti telah lakukan melihat dan
membatasi analisis itikad baik dari sudut pandang etika dan moralitas; membuat
klasifikasi atau itikad baik dapat diberi makna sebagai kejujuran, rasionalitas, fair
dealing, kepatutan, reasonableness, dan kepercayaan; mereduksi sisi negatif kontrak
elektronik; serta konkritisasi itikad baik bagi para pihak yang didasarkan pada kontrak
elektronik. Terlebih dari hal ini, penelitian dekonstruksi itikad baik dalam kontrak
elektronik, masih tetap dapat dilakukan dalam konteks memahami kata itikad buruk,
menganalisis dari sudut pandang aliran filsafat lainnya, serta meneliti dengan
menggunakan metode penelitian perbandingan hukum.

Hal lain, berdasarkan apa yang telah peneliti lakukan dalam penelitian ini, penelitian
tentang dekonstruksi itikad baik dalam kontrak elektronik masih dapat dikembangkan
dengan melakukan penelitian dekonstruksi itikad baik lainnya seperti mendekonstruksi
itikad baik dalam arti kontrak pada umumnya, baik dalam kerangka kontrak
konvensional maupun dalam kontrak baku yang tidak termasuk dalam kontrak

elektronik, sehingga dapat dihasilkan penelitian tentang keberlakukan itikad baik di
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dalam kontrak konvesional maupun kontrak baku yang tidak termasuk kontrak
elektronik.

Untuk pihak pengguna platform atau marketplace perlu memahami tidak hanya term
and condition dan/atau kontrak elektronik, terlebih dari hal pokok tersebut perlu
memahami proses umum sistem transaksi elektronik yang ditegaskan oleh pihak
pemilik/pengelola platform atau marketplace, sehingga dapat memahami posisi itikad
baik di dalam setiap fase dalam transaksi elektronik.

Untuk pihak pemilik/pengelola atau marketplace agar dapat terus memberikan dan
meningkatkan upaya terbaik khususnya dalam pengembangan transaksi yang
menggunakan sistem elektronik, yang didasarkan pada kontrak elektronil, khsususnya
dalam hal keandalan sistem dan keamanan sistem.

Untuk pihak pembuat regulasi dan pengawas, dalam hal ini pemerintah Indonesia di
bawah koordinasi antara, terutama dua kementerian, yaitu Kementerian Perdagangan
dan Kementerian Komunikasi dan Informasi, secara konsisten dapat terus mengawasi
transaksi perdagangan yang mengggunakan sistem elektronik dengan berdasar pada
kontrak elektronik. Contoh konkrit untuk hal ini adalah berkaitan dengan sertifikasi
keandalan atas sebuah sistem transaksi elektronik yang merupakan perintah dari

peraturan perundang-undangan.
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